
  

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN  WALIKOTA  MOJOKERTO 

NOMOR  10   TAHUN  2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2021 

TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan 

melakukan penataan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan, maka Peraturan Walikota 

Mojokerto Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, perlu disesuaikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 53 

Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Mojokerto; 

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 

Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3242); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6617); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1906); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 

Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto 

Nomor 32/D); 
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17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2021 

tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 

Nomor 242/D); 

18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 

Nomor 75); 

   

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG 

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN 

MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA 

KERJA KOTA MOJOKERTO. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto 

Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 

2021 Nomor 242/D) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga 

Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Penyusunan dan evaluasi Produk Hukum Teknis terkait 

Perizinan Berusaha dan Non Perizinan menjadi 

tanggungjawab dari Perangkat Daerah Teknis. 

(2) Dalam hal terdapat kebijakan dari pemerintah pusat 

dan/atau pemerintah provinsi dalam bidang perizinan, 

Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan 

dibidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Ketentuan Lampiran huruf C angka 2 diubah, sehingga 

Lampiran huruf C berbunyi sebagai berikut: 

C. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Berusaha Non 

OSS, meliputi:   

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

(PKKPR); 

2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 

3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan; 

4. Surat Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan; 

5. Surat Izin Pembongkaran Trotoar; 

6. Surat Izin Penebangan Pohon; 

7. Surat Izin Pembongkaran Makam Umum; 

8. Surat Izin Pembongkaran/Pemanfaatan Taman; 

9. Surat Izin Penggunaan Alun–Alun; 

10. Surat Izin Penggunaan Lapangan; 

11. Surat Izin Penggunaan Hall Gedung Gajah Mada; 

12. Surat Izin Pengumpulan Uang dan Barang. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 7 Maret 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 7 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

GAGUK TRI PRASETYO. ATD.. M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

.Kepala Bagian Hukum,

MOKHAMADTURATMONO. s.h.

Penata Tingkat 1

NIP. 19650704 199302 1 005


